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ABSTRAKSI 
 
Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, 
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan 
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara 
dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan 
dengan kepentingan publik. Di negara-negara yang menganut paham 
demokrasi, keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengawasi 
dan mengoptimalkan kinerja penyelengaraan negara oleh pemerintah.  
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan 
undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan 
peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan 
Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui 
mediasi dan/atau ajudikasi. 
Sengketa Informasi yang dimaksud adalah sengketa yang terjadi antara 
badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak 
memperoleh dan mengunakan informasi berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat 
(5) Undang-Undang Keterbukaan Informasai Publik, dan dalam melakukan  
pengelolaan terhadap informasi publik sebagaimana yang terdapat pada 
ketentuan peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar 
Layanan Informasi Publik dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi yang tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada 
masyarakat yang mengajukan permohonan informasi publik.  
 
 
Kata Kunci : Informasi, Informasi Publik, Komisi Informasi 
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ABSTRACT 
 
Public Information means information that is produced, stored, 
managed, sent and/or received by a Public Agency relating to the organizer 
and the organizing of the state and/or the organizer and the organizing of 
other Public Agencies pursuant to this law and other information pertaining to 
the interest of the public. In the countries who adheres to understand 
democracy, freedom of information is a means to monitor and optimize 
performance state administrationby the government. 
Information Committee means an independent institute that functions to 
implement this Law and its implementing regulation(s), to provide the 
standard technical directives for Public Information service and to settle Public 
Information Disputes through mediation and/or non-litigation adjudication. 
Dispute of information referred to are disputes that occur between 
public bodies and users of public information pertaining to the right to use the 
formulation and information based on Article 1 Paragraph (5) the act of 
Public Information Disclosure, and in doing the management of public 
information as to the provisions contained in regulation Number 1 Year 2010 
the Information Committee about Standards of Public Information Services 
Performed by the official Documentation and Onformation management job 
is to provide services to the public information request . 
 
 
Key : Information, Public Information, Commission of Information 
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PENDAHULUAN 
Di negara-negara yang menganut paham demokrasi informasi 
merupakan sarana untuk mengawasi dan mengoptimalkan kinerja 
penyelengaraan negara oleh pemerintah. Pemerintah yang terbuka (open 
government) serta kebebasan memperoleh informasi oleh masyarakat (public 
access to information) merupakan prasyarat penting dalam menciptakan tata 
kelola pemerintahan yang baik (good governance). 
Di Indonesia hak untuk mendapatkan informasi termaktub dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 
1945) Pasal 28F
1
 yang artinya negara memiliki kewajiban dan 
bertanggungjawab melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil) 
kebutuhan atas informasi setiap warga negara. Berangkat dari mandat UUD 
NRI 1945 tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai bentuk pengakuan 
dan perlindungan hak atas informasi warganegara. 
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan 
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan 
                                                          
1“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis 
saluran yang tersedia.” 
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penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini 
serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2
 
Pendefenisian Badan Publik menurut UU KIP adalah: 
“lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi 
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang 
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, 
atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh 
dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan 
masyarakat, dan/atau luar negeri”.3 
 
Organisasi non-pemerintah yang dimaksud oleh UU KIP termasuk 
didalamnya adalah : 1) Organisasi non-pemerintah yang berbadan hukum 
(contoh : PT,Koperasi, Yayasan, dll); 2) Organisasi non-pemerintah yang 
tidak berbadan hukum (contoh : persatuan  berdasarkan keagamaan seperti, 
Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Perseketuan Gereja Indonesia, 
WALUBI
4
, LSM lainnya seperti WALHI, Arema Indonesia, Himpunan 
Mahasiswa Islam, Ta’mir Masjid, dll)  yang mengelola atau menggunakan 
dana yang sebagian atau seluruhnyabersumber dari APBN atau APBD, 
sumbangan masyarakat, dan/atau sumbangan luar negeri. 
Sebagai bagian dari badan publik maka organisasi non-pemerintah 
memiliki tanggungjawab untuk menjalankan fungsi pelayanan informasi 
                                                          
2
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaa Informasi 
Publik 
3
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Pusat 
4
Lampiran Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 
Informasi Publik 
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publik sebagaimana badan publik yang lain dalam UU KIP. Organisasi non-
pemerintah wajib memberikan informasi pada setiap Pemohon Informasi. 
Apabila dalam praktiknya terjadi sengketa informasi antara Pemohon 
Informasi dengan badan publik yang dalam hal ini merupakan Termohon 
Informasi, maka proses penyelesaian sengketanya diselesaikan di Komisi 
Informasi sebagai lembaga yang berwenang menurut UU KIP. 
Di lain sisi, ilmu hukum diistilah Badan Hukum (recht persoon) 
sebagai salah satu subjek hukum selain Orang (naturlijk persoon). Yang 
mana menurut Pasal 1653 Burgerlijk Wetboek (BW) badan hukum terbagi 
atas dua jenis yakni badan hukum publik dan badan hukum privat atau badan 
hukum perdata. Badan hukum publik merupakan badan hukum yang didirikan 
dan dimiliki oleh pemerintah seperti negara  lembaga negara eksekutif,  
legislatif,  yudikatif, badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD), dan 
bank negara
5
.  Sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang 
didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta, yang menyangkut kepentingan 
orang atau individu-individu seperti Perseroan Terbatas
6
, Yayasan
7
, 
Koperasi
8
, Perkumpulan, ORMAS, dan sebagainya. 
Subjek hukum inilah yang menurut Sudikno Mertokusumo
9
 disebut 
sebagai para pihak
10
 yang memiliki kepentingan dan kemampuan untuk 
                                                          
5
Rr. Dijan Widijowati, Hukum Dagang, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012, hlm. 29 
6
Pasal 36 Wetboek van Koophandel (WvK) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 
jo.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
7
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan 
8
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian  
9
Sudikno Mertokusumo, HukumAcara Perdata Indonesia (Edisi ke Delapan), Liberty, 
Yogyakarta, 2009, hlm 68-69 
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bertindak (handelingsbekwaamheid) dalam poses penyelesaian sengketa atau 
proses beracara  dipengadilan.  
Dalam sengketa informasi Pemohon Informasi yang merupakan orang 
perorangan harus membuktikan legal standingnya dengan menunjukkan kartu 
identitas dirinya, sedangkan badan hukum pembuktian legal standing 
didasarkan pada anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia
11
. 
Tetapi hukum di Indonesia, mengatur tidak semua badan hukum dalam 
pendiriannya harus di daftarkan dan disahkan oleh Menteri Hukum dan 
HAM. Salah satunya adalah koperasi yang menurut Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian didaftarkan dan disahkan oleh Menteri 
Koperasi Republik Indonesia. Maka dalam hal ini pembuktian legal standing 
koperasi berberbeda dengan pembuktian legal standing  badan hukum lainnya 
yaitu perseroan terbatas dan yayasan. Baik dalam posisinya sebagai Pemohon 
atau Termohon dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik 
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.  
Dalam praktiknya selama ini menurut Joko Tetuko
12
, legal standing 
Pemohon Informasi yang tidak berbadan hukum seperti LSM disamakan 
dengan kelompok orang oleh Komisi Informasi yang pembuktiannya 
berdasarkan surat kuasa dan kartu identitas (KTP atau SIM atau Passpor) 
                                                                                                                                                               
10
Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2009; 68) Para 
pihak dalam segketa perdata disebut sebagai Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Menurut UU 
KIP para pihak disebut sebagai Pemohon dan Termohon. 
11
Pasal 11 ayat 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Proses 
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) 
12
Ketua Komisi Informasi Jawa Timur, wawancara Kamis 27 Maret 2014 
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pemberi kuasa. Namun dalam hal sebagai Termohon, contohnya LSM yang 
tidak berbadan hukum diperlakukan sebagai badan publik biasa. Jika melihat 
kondisi tersebut Komisi Informasi seperti menerapkan standar ganda dalam 
memandang LSM atau organisasi non-pemerintah yang bukan badan hukum 
selaku Termohon dan dalam posisinya sebagai Pemohon.  
Hal ini dapat dilihat dari sengketa Informasi Publik yang dimohonkan 
oleh Muhammad Hidayat selaku ketua LSM Sahabat Muslim, dengan 
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai pihak termohon pada Mei 2011 
silam di Komisi Informasi mengenai laporan keuangan HMI.
13
 Jika dilihat 
dari bentuknya HMImerupakan organisasi masyarakat (ormas) yang tidak 
berbentuk badan hukum
14
, sehingga apabila mengacu pada teori ilmu hukum 
yang sedah dijelaskan sebelumnya maka HMI bukan merupakan subjek 
hukum yang sah untuk beracara di pengadilan.  
Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum 
khususnya kelaziman dalam hukum beracara, terkait kedudukan hukum 
dengan subjek hukum badan hukum (bukan kumpulan orang) dalam sengketa 
Informasi Publik. Mengingat Komisi Informasi adalah lembaga baru yang 
baru berdiri pada tahun 2010 berdasarkan mandat oleh UU KIP untuk 
menyelesaikan sengketa Informasi Publik yang setara dengan Pengadilan 
Tingkat Pertama yang diberi kewenangan untuk membuat peraturan terkait 
hukum beracara.  
 
                                                          
13
Sumber : Rekapitulasi Hasil Sidang Komisi Informasi Pusat, hasil wawancara dengan 
salah satu staf Komisi Informasi Pusat via e-mail, tanggal 19 April 2014 
14
Lihat Undang-Undang Nomor Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat 
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RUMUSAN MASALAH 
1. Apakah Organisasi non-pemerintah yang tidak berbadan hukum dapat 
menjadi Termohon sebagai satu kesatuan Badan Hukum dalam perkara 
sengketa Informasi Publik? 
2. Apakah Komisi Informasi berwenang dan benar dalam merumuskan aturan 
mengenai legal standing organisasi yang tidak berbadan hukum? 
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METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penulisan 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitan yuridis-normatif. Yaitu 
memecahkan permasalahan hukum yang ada dengan mengkaji norma-norma 
yang ada. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang 
meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma 
yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)
15
. 
Secara khusus penelitian ini mengkaji mengenai legal standingbadan 
hukum (PT, Yayasan, Koperasi) dan Organisasi non-badan hukum (LSM dan 
sebagainya) sebagai pemohon dalam memperoleh  informasi publik, 
mekanisme penyelesaian sengketa informasi publi, serta kewenangan Komisi 
Informasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian : 
1. Yuridis-normatif yaitu pendekatan penelitian dengan pendekatan 
perundang-undangan (Statue Approach), yang menjadi aturan 
hukum utama dalam penelitian ini adalah aturan hukum terkait 
dengan Informasi Publik, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan 
                                                          
15
Mukti Fajar dkk, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka 
Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 34 
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Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur 
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 
2. Pendekatan Konsep yaitu pendekatan dari pandangan-pandangan 
dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum 
(Conceptual Approach). Pendekatan ini berguna untuk dijadikan 
landasan dalam memahami pandangan dan doktrin yang 
berkembang dalam ilmu hukum serta membangun argumentasi 
hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang tengah dihadapi.. 
C. Jenis dan Bahan Sumber Hukum 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat positivis yang 
berdasar pada hukum positif yang berlaku. Bahan hukum primer yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yang berkaitan dengan hak-hak 
warga negara dan dalam memperoleh Informasi Publik dan proses 
penyelesaian sengketa Informasi Publik, yaitu antara lain : Undang- Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi 
Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa 
Informasi Publik, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang lain 
yang masih berkaitan dengan penelitian ini seperti status badan publik non-
pemerintah, seperti badan hukum, organisasi non-badan hukum, yang antara 
lain : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek, 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Undang-Undang 
12 
 
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum 
primer yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip 
dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), penjelasan 
peraturan perundang-undangan yang terkait, kasus-kasus hukum, serta 
symposium para pakar terkait dengan penjelasan.
16
 Adapun penjelasan 
mengenai peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah : Penjelasan 
atas Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 
Keterbukaan Informasi Publik, Penjelasan atas Peraturan Komisi Informasi 
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 
Publik 
3. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang  
berupa kamus-kamus yang ada kaitannya dengan penelitian ini yaitu Kamus 
Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
1. Bahan Hukum Primer  
Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan melakukan 
penelusuran dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang 
                                                          
16
Ibid. hal 392 
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berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji yakni 
mengenai legal standing badan hukum dalam proses penyelesaian sengketa 
Informasi Publik di Komisi Informasi. Bahan hukum primer ini diperoleh 
dengan mengakses situs-situs ilmu hukum melalui internet. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder diperoleh dari melakukan studi kepustakaan 
dengan cara menginventarisasi buku literatur, dokumen, maupun artikel, yang 
kemudian dicatat dan dipelajari berdasarkan relevansinya dengan topik 
permasalahan serta penelitian yang dilakukan yaitu mengenai legal standing 
badan hukum dalam proses penyelesaian sengketa Informasi Publik di 
Komisi Informasi. 
3. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan 
berdasarkan topik permasalahan serta penelitian yang dilakukan, kemudian 
diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara 
komprehensif.
17
 
E. Teknik Analisa Bahan Hukum 
Dalam penelitian hukum normatif ini, bahan hukum yang telah 
dikumpulkan dan di inventarisir, di analisis secara logis keterkaitan antar 
masing-masing bahan hukum yang diperoleh. Kemudian disusun secara 
sistematis dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dimana posisi 
legal standingbadan hukum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
                                                          
17
Ibid. 
14 
 
Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi 
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 
Publik perlu ditelaah lebih mendalam. 
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PEMBAHASAN 
A. Kedudukan Organisasi yang tidak Berbadan Hukum dalam Proses 
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi 
Sengketa informasi publik adalah adalah sengketa yang terjadi antara 
badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak 
memperoleh dan mengunakan informasi berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat 
(5) UU KIP
18
, dan dalam melakukan  pengelolaan terhadap informasi publik 
sebagaimana yang terdapat padaketentuan peraturan Komisi Informasi 
Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI 
SLIP) dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
yang tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 
mengajukan permohonan informasi publik. Berdasarkan hal tersebut maka 
objek dari UU KIP ini merupakan sengketa Informasi publik yang terjadi 
antara pemohon informasi dengan badan publik yang diselesaikan melalui 
mediasi dan/atau ajudikasi berdasarkan hukum acara di Komisi Informasi. 
Lebih lanjut dalam Pasal 35 UU KIP terdapat pengaturan mengenai 
objek sengketa informasi publik yang terdiri dari penolakan permintaan 
informasi; tidak disediakan informasi secara berkala; tidak ditanggapinya 
permintaan informasi/ditanggapi tidak sebgaimana mestinya; tidak 
dipenuhinya permintaan informasi; pengenaan biaya tidak wajar; dan 
penyampaian informasi melebihi batas dari ketentuan UU KIP. 
                                                          
18Pasal 1 ayat (5) UU KIP “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara 
Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan 
menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.” 
16 
 
Dalam UU KIP terdapat lembaga-lembaga yang disebut sebagai badan 
publik yang sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 
anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan 
belanja daerah (APBD), sumbangan masyarakat, dan/atau sumbangan luar 
negeri. 
19
 
Badan publik ini selanjutnya disebut sebagai Termohon apabila terjadi 
sengketa informasi publik. Pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 
Publik (Perki PPSIP) badan publik dalam melakukan perbuatan hukum 
diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang 
ditunjuk dan diberi  kewenangan untuk mengambil keputusan dalam 
penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. 
Dalam melakukan tugas dan fungsinya badan publik memiliki 
kewajiban merespon permintaan informasi publik yang diajukan oleh 
pemohon informasi kepadanya setidaknya dalam bentuk pemberitahuan 
tertulis dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dterimanya 
Permohonan infomasi (PI).  Jawaban ini berisi keputusan Badan Publik untuk 
menerima atau menolak permohonan informasi yang diajukan tersebut (Pasal 
22 ayat (7) UU KIP). 
Pemohon dalam UU KIP adalah warga Negara dan/atau badan hukum 
Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Dalam 
mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di 
                                                          
19
 Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik 
17 
 
Komisi Informasi, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan 
permohonan. Hal berkaitan dengan legal standing Pemohon dalam 
beracara di Komisi Informasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur 
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP), yaitu : 
Pasal 11 PERKI PPSIP 
(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan 
permohonan sebagai berikut : 
a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu; 
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas 
lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah 
warga Negara Indonesia; atau 
2. Anggaran dasar yang teah disahkan oleh Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di 
Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon 
adalah Badan Hukum. 
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk 
pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok 
orang. 
b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu: 
1. Surat Permohonan, formulir permohonan, tanda terima 
atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; 
dan/atau 
2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas 
permohonan informasi; 
c. Keberatan kepada Badan Publik, Yaitu: 
1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh 
atasan PPID; atau 
2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda 
pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda 
terima; 
3. Dokumen lainnya, bila dianggap perlu. 
(2) Dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, 
Permohonan harus disertai dengan surat kuasa. 
(3) Pemohon yang mengajukan Permohonan Penyelesaian 
Sengketa Informasi Publik dengan alasan keberatan karena 
tidak disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Badan 
Publik, tidak perlu menyertakan dokumen sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) huruf b. 
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Pengajuan penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi 
Informasi, dilakukan oleh Pemohon karena tidak terpenuhinya informasi 
yang diberika oleh badan publik. berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU KIP maka 
pengajuan penyelesaian sengketa Informasi Publik tersebut harus disertai 
dengan lasan-alasan sebagai berikut ; 
“Pasal 35 ayat (1) UU KIP 
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan 
keberatansecara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola 
Informasi danDokumentasi berdasarkan alasan berikut: 
a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan 
alasanpengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; 
b. tidak disediakannya informasi berkala 
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9; 
c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; 
d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana 
yangdiminta; 
e.  tidak dipenuhinya permintaan informasi; 
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau 
g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang 
diaturdalam Undang-Undang ini.” 
 
Dalam hal Termohon merupakan organisasi non pemerintah 
sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 3 UU KIP termasuk didalamnya 
adalah; 1) Organiasi non-pemerintah yang berbadan hukum (contoh; PT, 
Yayasan, Koperasi, dll); 2) Organisasi non pemerintah yang tidak berbadan 
hukum (contoh; LSM, perkumpulan yang tidak berbadan hukum, serta 
organisasi masyarakat lainnya sepanjang menerima, menggunakan, dan 
mengelola dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, 
sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri). Organisasi non pemerintah ini 
memiliki kewajiban memberikan informasi pada setiap pemohon informasi 
apabila pada praktiknya terjadi sengketa informasi publik. 
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Organisasi masyarakat (ORMAS) di kenal sebagai badan publik 
dalam UU KIP sepanjang organisasi tersebut memiliki sumberdana yang 
berasal dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Hal 
ini tentu menimbulkan pertanyaan terkait legal standing badan hukum 
sebagai Termohon.Pasalnya tidak semua ORMAS berbentuk badan hukum. 
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (UU ORMAS) Pasal 10 ayat (1) ORMAS terbagi atas dua 
bentuk yaitu, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. ORMAS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) UU ORMAS dapat 
berbentuk; (a).Perkumpulan, (b).Yayasan. 
Dalam ilmu hukum, hanya terdapat dua subjek hukum yaitu Orang 
(naturlijk persoon) dan Badan Hukum (recht persoon). Yang mana menurut 
Pasal 1653 Burgerlijk Wetboek (BW) badan hukum terbagi atas dua jenis 
yakni badan hukum publik dan badan hukum privat atau badan hukum 
perdata. Badan hukum publik merupakan badan hukum yang didirikan dan 
dimiliki oleh pemerintah seperti negara  lembaga negara eksekutif,  legislatif,  
yudikatif, badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD), dan bank 
negara.  Sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan 
dan dimiliki oleh pihak swasta, yang menyangkut kepentingan orang atau 
individu-individu seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, 
Perkumpulan, ORMAS, dan sebagainya. Subjek hukum inilah yang menurut 
Sudikno Mertokusumo
20
 disebut sebagai para pihak
21
 yang memiliki 
                                                          
20
Sudikno Mertokusumo, Op.cit, hlm 68-69 
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kepentingan dan kemampuan untuk bertindak (handelingsbekwaamheid) 
dalam proses penyelesaian sengketa atau proses beracara yang mana masing-
masing dari subjek hukum tersebut diharuskan untuk membuktikan legal 
standingnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum acara 
yang berlaku dimuka pengadilan. Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo 
menjelaskan bahwa dalam bercara di pengadilan subjek hukum orang 
biasanya bertindak aktif untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, 
sedangkan untuk subjek badan hukum menurut pasal 1955 BW tidak 
mungkin  beracara atas namanya sendiri, sehingga memerlukan wakil yang 
bertindak di muka pengadilan untuk kepentingannya sendiri. 
Syarat pembuktian legal standing Pemohon, dapat dilihat dalam Pasal 
11 ayat (1) huruf A Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP), 
yaitu : 
Pasal 11 
(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan 
sebagai berikut : 
a. identitas Pemohon yang sah: 
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain 
yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga 
negara Indonesia; atau 
2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita 
 
Pada kasus sengketa Informasi Publik yang dimohonkan oleh 
Muhammad Hidayat selaku ketua dari LSM Sahabat Muslim, dengan 
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) sebagai Termohon 
                                                                                                                                                               
21
Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2009; 68) Para 
pihak dalam segketa perdata disebut sebagai Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Menurut UU 
KIP para pihak disebut sebagai Pemohon dan Termohon. 
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pada bulan Mei 2011 di Komisi Informasi Pusat mengenai laporan keuangan 
HMI. Jika dilihat dari bentuknya HMI merupakan ORMAS yang tidak 
berbadan hukum, karena dari pendiriannya HMI tidak memiliki surat 
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun 
kementerian lainnya sebagai badan hukum. Sehingga, apabila mengacu pada 
teori ilmu hukum sebagaimana yang dikemukan oleh Sudikno Mertokusumo 
pada pembahasan sebelumnya, maka HMI bukanlah subjek hukum (legal 
subject) yang dapat beracara dipengadilan, terutama dalam posisinya sebagai 
Termohon. 
Tetapi kondisi ini berbeda menurut UU KIP dan Komisi Informasi. 
UU KIP dan Komisi Informasi memang terbilang unik dalam menentukan 
legal subject menurut Alamsyah Saragih. Karena dalam dalam UU KIP dan 
Komisi Informasi tidak menggunakan istilah badan hukum, tetapi 
menggunakan istilah badan publik. yang mana badan publik ini memiliki 
dua pendekatan. 
Pertama, dilihat dari jenis lembaganya, apakah ia berasal dari 
eksekutif, legislatif, yudikatif, atau badan-badan lain yang berada dibawah 
naungan pemerintah. Kedua, pendekatan sumber dana, apakah ia menerima 
APBN/APBD, sumbangan luar negeri atau sumbangan masyarakat. 
Dalam proses uji kelayakan legal standing para pihak di Komisi 
Informasi, HMI jelas bukanlah berasal dari golongan eksekutif, legislatif, 
yudikatif, maupun badan-badan lain yang dibawah naungan pemerintah 
maupun pemerintahan. HMI hanya menerima sumbangan dari alumni HMI, 
22 
 
masyarakat umum, dan individu-individu.
22
 Selain itu dilihat dari  keberadaan 
HMI yang ruang lingkup kegiatannya berada dalam ruang lingkup 
kepentingan publik. Sehingga menurut Komisi Informasi pada permohonan 
penyelesaian sengketa informasi publik yang di mohonkan Muhammad 
Hidayat, HMI dianggap layak sebagai para pihak, yaitu sebagai Termohon.  
Dalam persidangan kasus ini sumbangan menjadi salah satu 
parameter yang digunakan oleh Majelis Komisioner untuk menentukan 
apakah HMI adalah badan publik atau bukan.  
Dalam prosesnya Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) 
telah menetapkan  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 
(PERMA No. 2 Tahun 2011) tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa 
Informasi Publik di Pengadilan. PERMA No. 2 Tahun 2011 ini mengatur 
tentang pembuktian legal standing para pihak, serta langkah hukum yang 
dapat diambil bila ada pihak yang tidak dapat menerima putusan ajudikasi 
Komisi Informasi. Baik Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi 
Daerah.  
Terkait dengan pembuktian legal standing para pihak Menurut 
PERMA No. 2 Tahun 2011 selama menyangkut tata cara penyelesaian 
sengketa informasi publik seluruhnya mengikuti mekanisme UU KIP. 
Sehingga dalam posisi ini organisasi non-pemerintah yang tidak berbadan 
hukum, dianggap sebagai legal subject. 
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 Pasal 16 AD/ART HMI 
23 
 
B. Kajian Kewenangan Komisi Informasi dalam Menyusun Hukum Acara 
Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi 
menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya dan menetapkan teknik 
standar layanan informasi publik, serta menyelesikan sengketa informasi 
publik.
23
 Frasa Mandiri yang dimaksud adalah independen dalam 
menjalankan tugas, wewenang, serta fungsinya termasuk dalam memutuskan 
sengketa informasi publik dengan berdasar pada mandat UU KIP, keadilan, 
kepentingan umum, dan kepentingan negara Republik Indonesia. 
Dalam penyelesian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi, 
karakter hukumnya sebenarnya mirip dengan Peradilan Tata Usaha Negara 
(PTUN) yang mana objeknya adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara 
(beschiking), kemiripan ini terlihat dari alasan pengajuan sengketa Informasi 
Publik yang termaktub dalam Pasal 37 ayat (1) UU KIP, yaitu : 
“upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada 
Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau 
Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya 
apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon 
informasi publik’. 
 
Tanggapan atasan PPID dalam hal ini yang diberikan kepada 
Pemohon adalah bentuk beschiking atau produk yang dibuat oleh Pejabat 
Tata Usaha Negara (Pejabat TUN). Namun, apabila mengacu pada pengertian 
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 Pasal 23 UU KIP Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi 
menjalankan Undang-U-dang ini dan peraturan pelaksanaannya,menetapkan petunjuk 
teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik 
melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. 
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badan publik dalam UU KIP Pasal 1 angka 3
24
,  bukan saja badan atau 
pejabat tata usaha Negara saja  (badan atau pejabat yang melaksanakan 
urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku). Sehingga bukan semua putusan atasan PPID termasuk kedalam 
kategori putusan Pejabat TUN. Dengan kata lain, penyelesaian sengketa 
informasi publik dibanding penyelesaian sengketa TUN memiliki objek yang 
lebih sempit namun subjek hukum dalam berperkara lebih luas.  
Menurut Alamsyah Saragih
25
 dalam berbagai proses penyelesaian 
sengketa terdapat dua cara pandang mengenai legal standing, yaitu cara 
pendang universal dan cara pandang klas. 
Menurut cara pandang universal setiap warga negara berhak untuk 
menggugat dengan tujuan agar pemerintah menjalankan kewajiban  untuk 
memenuhi haknya yang telah diatur dalam undang-undang.  Penggugat tidak 
perlu membuktikan bahwa ia adalah pihak yang secara hukum dirugikan 
kepentingannya secara langsung. 
Cara pandang kedua menyatakan bahwa ketentuan mengenai alasan 
permintaan merupakan syarat untuk menyatakan bahwa pemohon informasi 
memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai subjek yang berhak mengakses 
Informasi Publik sesuai UU KIP. Oleh karenanya alasan permohonan mesti 
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 Pasal 1 angka 3 UU KIP “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, 
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sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
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memiliki relevansi dengan kepentingan hukum permohonan informasi secara 
nyata. Cara pandang ini berpegang pada argumen klasik “tiada gugatan tanpa 
kepentingan hukum” (point de’interest point de’action). Melalui skema ini 
masyarakat pemohon dan pengguna informasi terbagi ke dalam kelompok-
kelompok kepentingan. 
Oleh karena itu proses penyelesaian sengketa informasi menganut 
prinsip universal, yang mana berbeda dengan legal standing dalam sengketa 
system lain misalnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganut sistem 
klas, pidana yang menganut sistem klas. Sehingga Komisi Informasi perlu 
merumuskan legal standing didalam hukum acaranya sendiri berdasarkan UU 
KIP.  
1. Rumusan Komisi Informasi terkait Legal Standing Para Pihak  
Dalam Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian 
Sengketa Informasi Publik terdapat rumusan mengenai legal standing para 
pihak sebagai berikut : 
a. Legal Standing Pemohon 
Kepada Pemohon Komisi Informasi mewajibkan untuk membuktikan 
legal standing dengan kelengkapan sebagai berikut (Pasal 11 Perki PPSIP) : 
1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah untuk 
permohonan perseorangan; 2) anggaran dasar yang telah disahkan oleh 
Menteri Hukum dan HAM dan telah tercatat di Berita Negara Republik 
Indonesia untuk permohonan yang diajukan badan hukum; 3) Surat kuasa dan 
fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili 
kelompok orang. 
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b. Legal Standing Termohon  
Hukum acara Komisi Informasi tidak menyebutkan secara spesifik 
mengenai alat bukti bagi Termohon untuk membuktikan legal standingnya, 
namun dalam praktek di Komisi Informasi definisi Badan Publik yang 
menjadi patokan untuk menentukan apakah Termohon dapat menjadi para 
pihak dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi 
Informasi. 
Dengan kata lain berikut adalah rumusan untuk menentukan Legal 
Standing Termohon sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman 
Administrasi dan Hukum Acara KI Provinsi Jawa Timur sebagai berikut: 1) 
ApakahTermohon adalah bagian dari Eksekutif, Legislatif, Yudikatif ?; 2) 
Apakah Termohon  menerima dana APBN/APBD?; 3) Apakah Termohon 
berbadan hukum?; 4) Apakah Termohon menerima Sumbangan Masyarakat?:  
5) Apakah Termohon menerima sumbangan luar negeri?; 6) Apakah seluruh 
kegiatan Termohon didanai dari APBN/D, atau sumbangan masyarakat 
dan/atau luar negeri? 
Penjelasan dari rumusan tersebut adalah : 
a. Jikalau Termohon memenuhi unsur pada angka 1 dan beberapa 
unsur yang lain terkait pendanaan maka Termohon adalah Badan 
Publik yang berasal dari lembaga eksekutif / legislatif / yudikatif; 
b. Jikalau Termohon memenuhi unsur pada angka 2, tugasnya terkait 
penyelenggara atau penyelenggaraan negara dan beberapa unsur 
27 
 
yang lain terkait pendanaan, maka Termohon adalah Badan Publik 
yang berasal dari Badan lain; 
c. Jikalau Termohon memenuhi unsur pada angka 3 dan beberapa 
unsur lain terkait pendanaan maka Termohon adalah Badan Publik 
yang berasal dari kelompok Badan Hukum. 
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PENUTUP 
KESIMPULAN 
1. Terkait dengan pembuktian legal standing para pihak Menurut Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 selama menyangkut tata cara 
penyelesaian sengketa informasi publik seluruhnya mengikuti mekanisme 
UU KIP. Sehingga dalam posisi ini organisasi non-pemerintah yang tidak 
berbadan hukum, dianggap sebagai legal subject. 
2. Komisi Informasi memiliki kewenangan dalam merumuskan aturan 
mengenai legal standing organisasi yang tidak berbadan hukum sebagai 
Termohon, hal ini sesuai dengan hukum acara Komisi Informasi yang 
telah diatur dalam UU KIP. 
 
SARAN 
Terkait dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PSSIP), perlu 
adanya revisi dan kajian ulang mengenai rumusan legal standing para 
pihak : 
1) Pada Pasal 11 ayat (1a) ke 2 PERKI PPSIP “anggaran dasar yang 
telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah 
tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon 
adalah Badan Hukum” menurut penulis harus dirubah menjadi 
anggaran dasar yang telah disahkan oleh kementrian terkait, mengingat 
tidak hanya kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia saja yang 
mengesahkan pendirian suatu badan hukum.  
29 
 
2) Pasal 1 angka 2 PERKI PPSIP mengenai definisi badan publik, harus 
merumuskan secara lebih jelas mengenai kedudukan organisasi non 
pemerintah terutama yang tidak berbadan hukum sebagai Termohon, 
menurut ilmu hukum. 
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